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MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupan,”

_ Qs.Al-Bagarah(2:286) _

“Berusahalah sekuat tenaga disertai doa yang tulus dan iklas untuk
mencapai keberhasilan dan jangan menyerah pada keadaan™
_ Helen Angga Sarika Dewi_
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ABSTRAK

Helen Angga Sarika Dewi NIM: 1811110015, Judul skripsi “Tradisi
Pelangkah dalam Pernikahan Perpsektif Hukum Islam
(Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat
Provinsi Sumatera Selatan)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022, halaman.
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1)
Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung
Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan. (2) Mendeskripsikan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung
Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan perspektif hukum Islam.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
hukum Normatif, sedangkan sumber bahan primer diproleh dari wawancara
langsung dari sumbernya yaitu 10 responden dan beberapa masyarakat desa.
untuk bahan sekundernya diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku,
skripsi, jurnal dan data-data lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tradisi pelangkah adalah tradisi dimana adik
menikah terlebih dahulu mendahului kakak. Masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan
Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tradisi ini dilakukan
ketika seorang adik akan menikah sedangkan kakak kandungnya belum menikah. Adapun
pelaksanaan tradisi pelangkah di desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu ini
diberikan oleh sang adik kepada sang kakak biasanya satu minggu sebelum pernikahan
sang adik. Apabila pelangkah tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan
lebih baik asalkan tidak setelah menikah. Sedangkan menurut hukum islam tradisi in
tidak bertentangan dengan nash atau tahadu tahabu, dengan demikian tradisi
pelangkah tersebut termasuk urf shahih yang yang dimana membolehkan segala
perbuatan manusia yang sesuai dengan tujuannya. maka tradisi pelangkah tersebut
dalam tinjauan hukum islam hukumnya mubah, karena tradisi ini tidak
bertentangan dengan hukum islam,sehingga tradisi pelangkah ini di bolehkan.

Kata Kunci : Tradisi Pelangkah, Pernikahan, Hukum Islam
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling
mulia di antara makhluk makhluk yang lainya. Manusia dianugerahkan akal
dan fikiran untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk, dan mana
yang halal dan mana yang haram. Manusia terlahir membawa fitrah pada
dirinya, dimana salah satunya adalah memiliki kecenderungan dengan lawan
jenisnya, vyaitu nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ini tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan manusia, karena iamerupakan suatu kebutuhan yang
sifatnya naluri.

Allah SWT mensyaratkan pernikahan kepada hamba-hambaNya karena
pernikahan itu merupakan amal ibadah kepadanya, bahkan Allah memberikan
motivasi kepada hamba-hambaNya yang sudah Sanggup untuk melangsungkan
pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, surat An-

Nur ayat 32 berikut ini:

B ekl T 1A o) iUl ol o bl ally 3K (VT 1,355
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui.



Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsagan ghalidzan) yang
dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk
keluarga yang pelaksanaanya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.
Oleh karena itu, pernikahan bukanlah arti kewajiban, melainkan hanya
hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai badah, jika
diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampa
iterperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar
terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan,
karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang
mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur’an
maupun dalam sunnah.

Syariat Islam memberikan bahwa Allah SWT, akan memberikan
kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah. Allah SWT, juga akan
memeberi kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban
tanggung jawab. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi motifasi kepada
orang-orang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab

pada keluarganya. Allah Swt berfirman:

o 4 A Cg; — A - _ PR S N . £
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Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan



memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.
Berdasarkan penjelasan diatas, Islam sangat menganjurkan kepada laki-

laki dan kepada perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk
segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang dilarang
oleh agama, menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki kepada orang
yang melakukan pernikahan tersebut, apabila orang yang akan menikah takut
akan berkurangnya harta, atau kepada orang-orang yang tidak mampu (miskin)
namun ingin melangsungkan pernikahan, Allah Swt akan memampukan
mereka dengan karunianya.

Penjelasan di atas sudah cukup memberikan gambaran bahwa
hendaknya pernikahan tidak ditunda-tunda atau bahkan dilarang dengan alasan
di luar syar’i seperti yang terjadi dalam sebagian lingkungan masyarakat atau
beberapa adat istiadat yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, seperti yang
terjadi di masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Di masyarakat Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan
ini terdapat adat bahwa seorang adik dilarang menikah terlebih dahulu sebelum
kakaknya menikah.

Disamping berlakunya hukum Islam untuk masalah pernikahan juga
berlaku hukum adat, Hilman Hadi Kusuma dalam Dominikus Rato, JHP
Bellefroid mengatakan bahwa: “Hukum adat sebagai peraturan-peraturan
hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi ditaati oleh

rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai



hukum. Senada dengan itu Soekanto juga mengatakan dalam Dominikus Rato
bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak
dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi.
Jadi, mempunyai akibat hukum.

Dapat dipahami bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-
norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang
serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan
sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati
dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-
peraturan legislatif (unstatury law) meliputi peraturan-peraturan yang tidak
ditetapkan oleh yang berwajib. Tetapi, didukung oleh rakyat berdasarkan atas
keyakinan pada suatu daerah. Sehingga, masyarakat suatu tempat atau daerah
tersebut mematuhinya.

Dapat dipahami hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada di
daerah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada disuatu daerah didukung
oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi
yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang dimasyarakat diatur
dalam hukum adat. Jadi, setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai
perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat
yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Di karenakan perbedaan tata

tertib adat, maka sering kali menyelesaikan perkawinan antar adat berlarut-



larut bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah
pihak dan menimbulkan permasalahan.

Dalam masyarakat setempat pernikahan adalah suatu hal yang sangat
penting dalam kehidupan mereka, bahkan hal tersebut dianggap sebagai acara
sakral. Dalam adat Desa Ujung Pulau, dikenal suatu istilah menikah
melangkahi kakak kandung. Pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya
itu dipandang merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan
dalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua di atasnya yaitu
kakaknya (sendiri).

Larangan ini secara tidak langsung, merupakan penghalang bagi
seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena kakak atau orang tua
mereka tidak akan memberikan izin. Kalau pun kemudian diperbolehkan maka
mereka diharuskan membayar uang atau barang sebagai tanda pelangkah
terlebih dahulu kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga hal tersebut
menjadi beban dan terkadang ada yang mengurungkan niatnya untuk menikah.

Namun pada kenyataannya Dalam lingkungan masyarakat Desa Ujung
Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan yang penulis teliti dan lihat ada sebagian masyarakat yang masih
berpegang teguh dengan hukum adat yang berpendapat bahwa jika sang adik
dalam pernikahan melangkahi kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan
mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama dan ditambah lagi akan

adanya musibah yang akan didapatkan apabila melangkahi kakak kandung.



Dari permasalahan di atas maka timbul pertanyaan, bagaimana jika
seorang adik atau seseorang yang mempunyai pasangan dan ternyata
pasangannya itu masih mempunyai seorang kakak yang belum menikah,
sedangkan yang bersangkutan memiliki keinginan untuk menikah tapi takut
kalau tidak segera menikah maka ia akan terjerumus pada perbuatan zina atau
bahkan membawa dampak negatif dan cenderung mempersulit proses
pernikahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat
permasalahannya dalam skripsi yang diberi judul “Tradisi Pelangkah dalam
Pernikahan Perpsektif Hukum Islam (Studi di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan).

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung
Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan?

2. Bagaimana tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera

Selatan perspektif hukum Islam?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa
Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan.

2. Mendeskripsikan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teroritis untuk menambah khasanah pengetahuan mengenai
pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
mengetahui tinjauan perspektif hukum Islam terhadap tradisi pelangkah
dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Atikoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
TradisiPemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga
Kecamatan BumiJawa Kabupaten Tegal”. Disini dijelaskan apa saja faktor-
faktor yangmempengaruhi atau melatar belakangi terjadinya tradisi

pemberian barang atau uang tersebut dalam perkawinan nglangkahi



(seorang adik perempuan yang mendahului kakaknya untuk menikah).
Perbedaan dengan penelitian ini adalah nilai pelangkah yang diberikan.
Pada penelitain yang dilakukan oleh Atikoh ini pelangkah yang diberikan
ditetntukan oleh sang kakak sedangkan dalam penelitian ini pelangkah yang
diberikan hanya sekedar simbol saja sehingga nilainya tidak ada
ketentuannya.®

2. Skripsi yang pertama yaitu skripsi Hendrawan, yang ditulis oleh mahasiswa
fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta. Yang berjudul “Problematika pernikahan melangkahi kakak dalam
adat betawi (Telaah etnografi hukum Islam dikelurahan pondok karya
Tangerang Selatan). Melihat dari yang sudah dijelaskan diatas, penulis
dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai adat pernikahan melangkahi
kakak yang terdapat didalam Adat Betawi Kelurahan Pondok Karya
Tangerang Selatan yaitu tata cara pernikahan melangkahi kakak dalam
Adat Betawi bermula pada pembicaraan mengenai pelangkah, hal itu
diadakan pada saat lamaran terjadi dan pemberiannya bersamaan dengan
akad pernikahan, bahkan ada yang saat akad disebutkan pemberian apa
yang diberikan sebagai pelangkah. Namun penelitian ini berbeda dengan

yang penulis teliti, didalam penelitian penulis, pemberiannya tersebut tidak

! Atikoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan
Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jaya Kabupaten Tegal, Fakultas Syariah Uin
Sunan Kalijaga.(Kripsi Tesis:2009),hal.65



diberikan pada saat akad dan tidak juga disebutkan pemberian apa yang
diberikan kepada turang sang adik.’
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskam bahwa, ditinjau dari segi
tujuannya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.®> Penelitian
hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum,
penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf
sinkronisasi  hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian
perbandingan hukum, sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari:
penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian
terhadap efektivitas hukum.*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.
penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau
konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas maka jenis penelitin ini adalah
penelitian hukum normatif yang menggambarkan tentang tinjauan hukum

islam terhadap tradisi pelangkah dalam pernikahan perspektif hukum

? Hendrawan, problematika pernikahan melangkahi kakak dalam adat betawi(telaah
etnografi hukum islam di kelurahan pondok karya tangerang), fakultas syariah dan hukum uin
syarif hidayatullah jakarta.(skipsi:2015),hal.69-71

*Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2005), h. 50.
*Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2005), h. 51.
*peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35
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islam (Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan).
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan
sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang
pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang
ada pada pembahasan tersebut. Sehingga peneliti bisa terlibat langsung
dalam proses tradisi adat tersebut, sebagai pendukung dalam penyusunan
skripsi, maka penelitian akan melakukan observasi langsung masyarakat
tersebut dengan cara menelusuri dan membaca serta mempelajari buku
atau karya ilmia yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat
oleh peneliti.
2. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada 24 September 2022 hingga 24
Oktober 2022. Lokasi Penelitian yakni di Desa Ujung Pulau Kecamatan
Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumantra Selatan karena
desa ini masih melestarikan tradisi pelangkah dalam pernikahan. Guna
mendapatkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tradisi pelangkah dalam

pernikahan .

3. Subjek atau Informan Penelitian
Subjek utama tokoh masyarakat, adat, agama, dan perangkat di Desa

Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi
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Sumantra Selatan, sehingga peneliti membutuhkan 10 (sepuluh) atau lebih
narasumber untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pelangkah dalam
pernikahan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu
diperoleh.® Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara
langsung dari objek penelitian atau dari tangan pertama yaitu data yang
dikumpulkan dari semua responden melalui wawancara yang terdapat
pemuka adat, masyarakat, agama, dan pemerintahan Desa.

b. Sumber data sekunder, yakni data yang langsung dikumpulkan peneliti
sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan juga sebagai
data yang tersusun dalam bentuk buku, dokumen-dokumen atau karya
ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.’

Adapun teknik pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah:
a. Teknik Observasi
Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala/peristiwa dengan
bantuan alat/instrumen untuk merekam/mencatatnya guna tujuan
penelitian.® Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi
langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan

pengamatan secara langsung terhadap gejala atau permasalahan tentang

®Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2006), h. 129

404

"Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93
®Dikutip Dari Amir Syamsudin-Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 11, Edisi 1, Juni 2014, h,
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pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupatan Lahat Provinsi Sumatera
Selatan.
b. Teknik wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan
cara mencari informasi dari pemberi informasi (responden).’ Yang mana
peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam untuk mengetahui
informasi lebih dalam mengenai pelaksanaan tradisi pelangkah dalam
pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana cara
mendapatkan informasi yakni bertanya bebas tanpa pedoman atau
literatur pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Hal ini dianggap
akan menjadi salah satu cara agar hasil dari wawancara lebih banyak
mendapatkan informasi lebih dalam atas pengamatan yang diamati
peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel
berupa karya ilmiah, buku-buku serta agenda lainnya.’® Adapun teknik
dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti
makna tradisi dan sejarah tradisi tujuan dari buku-buku sejarah terkait

serta dokumen vyang penting bagi peneliti dilakukan dengan

°Soegijono, Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data,Artikel. (
Media Litbangkes Vol. 111, N0.01/1993), h, 17

19BJasius Sudarsono, Memahami Dokumentasi, (Acara Pustaka, Vol. 3, No. 1, Juni
2017), h. 48
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mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait
dengan yang ingin diamati atau diteliti, di Desa Ujung Pulau Kecamatan
Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak
menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat
rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan
proses analisis data dilakukan sebagai berikut:**

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang
diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen
pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah,
dipelajari serta telaah. Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang
terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga
diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Kklasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil
dokumentasi berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah melalui
proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan
sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan

sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

“Husin Sayuti, Pengantar Metodologi Riset, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 2019), h. 64
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Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran
tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat
menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap
keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan
hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai
yaitu metode analisis data kualitatif.*?

G. Sitematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam
skripsi ini terdiri dari empat bab bahasan, antara satu bab dengan bab yang
lainnya diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis, yaitu:
Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan Pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan
menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya,
yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab Il. Kajian Teori

Bab ini berisikan tentang landasan teori yakni tradisi, pelangkah,

perkawinan dan ‘Urf.

250erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2014), h.11
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Bab 111 Gambaran Umum Objek Penelitian
Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum yang meliputi sejarah singkat,
demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat
pendidikan, sarana dan prasarana dan kondisi keagamaan.
Bab IV Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan Perspektif Hukum Islam

Pada bagian bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung
Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan dan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
Bab IV. Penutup

Pada bagian bab ini merupakan penutup sebagai hasil akhir dari
penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan

dan saran.



BAB I1
LANDASAN TEORI
A.Perkawinan
1. Pengertian perkawinan

Nikah menurut bahasa al-jamu dan al dhamu yang artinya kumpul.
Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad
nikah. Juga bisa diartikan bermakna menyetubuhi istri.*?

Wirjono prodjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai suatu
hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi
syarat-syarat yang termaksuk dalam peraturan perkawinan.**

Menurut pengertian sebagian fugaha, perkawinan ialah agad yang
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz
nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat
dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang
laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.
Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan
lalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan
hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan
termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya
tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu
agad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang

BTihami dan Sohari Sahrani, Figih Munakahat, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada:
2009), h.7
14Wirjono prodjodikoro,hukum perkawinan indonesia(Bandung:sumur,1974), hal.6

16
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meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah
SWT."°

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang
wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis
dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang,
dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.*®

Nani suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu
tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan
kekal,antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan
dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah,perkawinan
mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.’

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur
ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam
hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan mengantur
prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling
setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah
definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi
perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui
sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga

yang kekal abadi.'®

YDarajdat Zakiah. llmu Figih. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf). h. 37

'*Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Presentasi Pustaka,
(Jakarta, Presentasi Pustaka, 2006), h. 106.

Y Nani suwondo,kedudukan wanita indonesia (jakarta:tintamas, 19700, hal.12

®Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung, Pustaka Setia: 2015), h. 132
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Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1
ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorangpria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga,
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat
pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah,
perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata
mitsagan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat

An-Nisa ayat 21:

s - "." 2/
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Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan
dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian
perkawinan menurut para ulama’ fiqih sebagai berikut:

1. Imam Syafi’t mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita
sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan
seksual.

2. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan

mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan
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beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor Yyang
menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna
tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung
kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah
atau tazwij. Muhammad Abu Zahrah didalam Kitabnya al-ahwal al-
syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat
hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan
perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban
di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan
memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan
bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya
saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat’ atau al-istimta’ yang semuanya
berkonotasi seks.

2. Hukum perkawinan
Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan
al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau

mustahab atau tathawwu’ (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan),
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ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak
disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).*®
Adapun pengertian dari kelima hukum perkawinan tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Wajib
Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang
memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki
nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan
zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini
didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari
kemungkinan berbuat zina adalah wajib.
b. Sunah
Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari
dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung
untuk kawin. la sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya
melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak
atau belum kawin, dia tidak berdosa.
c. Mubah
Mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor
yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan

ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh

YMuhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, (Jakarta: Rajawali Pers:
2004), h. 91.
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kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari
nikah.
d. Makruh

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut
pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada
kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin.
Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan
anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan.
Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya
agar tidak terjerumus berbuat dosa.

e. Haram

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut
bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki
hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau
memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu nikah
dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim.?

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian
pekerjaan itu. Seperti membasuh muka Wudhu dan takbiratul ihram untuk
shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam

perkawinan.?!

“K omariah, Hukum Perdata, (Malang, Universita Muhammadiyyah, 2004), h. 40.
1 |_aela Novitri Ervia Rahma, Perkawinan Nglangkahi Pada Masyarakat Adat Jawa
Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, Jurnal limiah Dunia Hukum, Vol.7, No.1,2022.Hal.60
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3. Rukun Perkawinan
Adapun rukun perkawinan  jumhur ulama sepakat bahwa rukun
perkawinan itu terdiri atas:
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita.
c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua
orang saksi yang menyaksikkan.
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
4. Asas-asas perkawinan
Untuk mencapai tujuan yang luhur setiap perkawinan tersebut, di dalam
undang-undang perkawinan di tetapkan adanya prinsip-prinsip atau
asas-asas mengenai perkawinan yang sesusai perkembangan dan
tuntutan zaman.
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam undang-
undang perkawinan adalah sebagai berikut:??
a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

22 H.Zaeni Asyhadie,Hukum Keluarga,(Depok:PT RajaGrafindo persada, 2020),hal.55
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kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan material.

b. Sahnya perkawinan bedasarkan hukum agama dalam
undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan
dikatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Asas pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan
mempermudah mengetahui seseorang sudah menikah atau
belum.

5.Hikmah perkawinan

Menurut ali ahmad al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu
antara lain.”®dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.ketika
keturunan itu banyak,maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan
mudah,karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan
sulit jika dilakukansecaara individual.dengan demikian keberlangsungan
keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar
makmur.

Menurut sayyid sabig menyebutkan pula hikmah yang lain yaitu,
adanya pembagian tugas dimana yang satu mengurusi dan mengatur

rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-

% Hadi mulyo dkk, falsafah dan hikmah hukum islam, (semarang :cv.asy-
syifa,1992),hal.256-258



24

batas tanggung jawab antaraa suami istri dalam menangani tugas-

tugasnya.*

B.<Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering
diartikan dengan al-ma ruf dengan arti sesuatu yang dikenal, atau berarti
yang baik. Sedangkan secara terminologi kata ‘urf, mengandung makna
sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka
dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam
diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima
oleh akal yang sehat. ‘Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman
manusia.”®

Arti  ‘wrf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan,
perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi
tradisi  untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan
masyarakat, ‘urfini sering disebut sebagai adat.”®

‘Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang
dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terus menerus dijalani oleh
mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu

saja.”’

162.

** sayyid sabiq,Figh al-sunnah,(bandung: irsyad baitus salam (ibs),1995),hal.34-36
%A, Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figh 1 & 2, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010),

%Rahmat Syafe“i, Ilmu Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.
" Asmawi, Perbandingan Ushul Figh. (Jakarta: Amzah, 2013), h. 161.
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Para ulama ushul figih mendefinisikan ‘urf sebagali, suatu yang telah
saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik
berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana
‘urf juga disebut sebagai adat istiadat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian ‘urf
adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan
atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut.
Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan
masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Ada beberapa perbedaan ‘urf dengan adat diantaranya sebagai
berikut:

a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu
kelompok, sedangkan ‘urf sudah mayoritas kaum dan telah diketahui
banyak orang.

b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan
rasional sedangkan ‘urf adalah kegiatan yang sudah biasa dilakukan dan
masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syar’i.

c. Adat tidak semuanya sesuai dengan kaidah syar’i dan tidak bisa dijadikan
hukum sementara ‘urf dapat dijadikan sandaran hukum.

d. Adat lebih luas cakupannya dari ‘urf karena adat adalah gabungan
seluruh amal yang lahir dari individu. Sedangkan ‘urf adalah adat

kebiasaan mayoritas kaum.
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e. Adat lebih dahulu datangnya dari ‘urf karena asal urf itu adalah adat itu
sendiri di samping dia cocok atau tidak bertentangan dengan syar’i.28
2. Landasan Hukum ‘urf

Landasan syariah berupa Al-Qur’an, Hadis serta kaidah figih yang
berkaitan dengan maslahah akan diuraikan secara terperinci, jumhur ulama
dalam menetapkan maslahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan
hukum berdasarkan dalil. Agama Islam memperhitungkan adat dan
menjadikannya hukum yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya
tidak dijelaskan oleh syariah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Bagarah

ayat 228 berikut:
3 T . e
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Artinya: dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”®

QS. An-Nisa ayat 19:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah
kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

%gyansar Khatib, Ushul Figh, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press. 2013), h. 103
®Departemen Agama Rl. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Percetakan
Diponegoro, 2007).
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tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak. *°

Sebagian ahli tafsir menafsirkan kalimat il ma’ruf dalam ayat di
atas dengan kalimat sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku di tempat dan
masa suami dan isteri berada. Suami memperlakukan isteri dengan baik,
sesuai dengan adat yang dikenal dan berlaku di masyarakat, demikian
sebaliknya perlakuan isteri kepada suami. Dalam pengertian lain adat atau
‘urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah
menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.

Agama Islam memperhitungkan adat dan menjadikannya hukum
yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya tidak dijelaskan oleh
syariah sebagaimana deijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 89 berikut ini:
Siu;_&s U_AJS!T;.:.L&LQ e (._4=«.u>lyu§_l) @Taybﬁ i&T;f:;-lgj N
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Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang
tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang
miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada
keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau
memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup
melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga
hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila
kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu.

®Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Percetakan
Diponegoro, 2007).
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Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya
agar kamu bersyukur (kepada-Nya). **

Dalam ayat di atas, Allah Azza wa Jalla mensyaratkan bahwa
makanan dan pakaian yang diberikan hendaknya yang sedang-sedang saja
dan biasa diberikan kepada keluarga sendiri. Hal ini dikembalikan kepada
kebiasaan yang umum berlaku, karena manusia tidak sama dalam hal ini.
Mereka berbeda-beda sesuai kondisi dan kemampuan mereka.

Mayoritas ulama menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda
pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mustaqill
(mandiri).

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap
masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai
macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri
atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik,
melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki
ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan
faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang
berlaku umum bagi semua budaya di manapun.®?

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan
hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash syariah; kedua,
berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut

sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak

'Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Percetakan
Diponegoro, 2007).
¥ Abdul Hag, et. al. Formulasi Nalar Figh: Telaah Kaidah Figh Konseptual (Buku Satu)
(Surabaya: Khalista, 2006), h. 283



29

terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial
yang dikandung oleh tradisi.*
3. Macam-Macam ‘Urf
Dilihat dari segi sumbernya, 'urf dapat digolongkan menjadi dua
macam yaitu sebagai berikut:

a. 'Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berupa ucapan. Seperti kata " 351 yang
berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk
daging ikan, sapi, kambing dan sebagainya. Namun dalam adat
kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada
orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging." tapi
kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah.

b. 'Urf amaly, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Adalah kebiasaan
masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah
keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan
masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan
kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari
tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan
khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat
dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Seperti,
transakasi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad.*

4. Syarat ‘Urf

¥Abdul Hag, et. al. Formulasi Nalar Figh: Telaah Kaidah Figh Konseptual (Buku Satu)
(Surabaya: Khalista, 2006), h. 283
¥ Amir Syarifuddin, Ushul Figih, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 391.



30

‘Para ulama Ushul figh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru bisa
dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila
sudah memenuhi syarat berikut:

a. ‘Urf itu bersifat secara umum. Artinya berlaku dalam mayoritas kasus
yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh
mayoritas masyarakat tersebut.

b. ‘Urf yang baru datang, tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap
kasus yang telah lama

c. ‘Urftidak bertentangan dengan Nash, sehingga hukum yang dikandung
nash itu bisa diterapkan.®

. Teknik Penetapan ‘Urf

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ‘urf merupakan
tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan
masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan
aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam
penetapan hukum dengan jalan ‘urf peneliti menggunakan dua cara yaitu
sebagai berikut:

a. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan ‘urf dengan nash khusus menyebabkan
tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat
diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi

anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak

% Amir Syarifuddin, Ushul Figih..., h. 392.
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kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat.
‘Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.*
. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum

Dalam kaitanya pertentangan antara ‘urf dengan nash yang
bersifat umum apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat
umum, maka harus dibedakan antara ‘urf al-lafdzi dengan ‘urfal ‘amali.
Pertama, apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf al-lafdzi maka ‘urf tersebut bisa
diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas ‘urf al-lafdzi
yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang
menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf. Dan
berkaitan dengan materi hukum. Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual
beli, diartikan dengan makna ‘urf kecuali ada indikator yang
menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti
etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan
daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak
melanggar sumpah, menurut ‘urf, ikan bukan termasuk daging,
sedangkan dalam arti syara’ ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini,
pengertian ‘urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara’
sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk ke dalam
nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah

‘urf.

*Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.
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Kedua, apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nash umum itu
adalah ‘urf al-amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang
kehujahanya. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ‘urf al-‘amali itu
bersifat umum, maka ‘urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash
yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash
tidak dapat diamalkan. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya
sebatas ‘urf al-‘amali yang berlaku di luar itu nash yang bersifat umum
tersebut tetap berlaku.®’

. ‘Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan
‘urf tersebut

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat
umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama
fiqih sepakat menyatakan bahwa ‘urf seperti ini baik yang bersifat lafzhi
maupun yang bersifat ‘amali, sekalipun ‘urf itu bersifat umum, tidak
dapat diajadikan dalil penetapan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf

ini mucul ketika nash syara’ telah menetukan hukum secara umum.

3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh...,396.
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GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ujung Pulau

Desa Ujung Pulau merupakan salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat. Jarak dari pusat
pemerintahan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU 2 Km, jarak dari pusat
pemerintahan Kabupaten Lahat 97 Km dan jarak dari pusat pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Selatan adalah 337,5 Km.

Desa Ujung Pulau memiliki batas-batas wilayah dengan desa lainnya,
yakni sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Raya
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Alam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Ayu

Desa Ujung Pulau terletak pada ketinggian 700 sampai 2.000 Meter
diatas permukaan air laut (Mdpl) dengan suhu udara berkisar antara 20-31
derajat celcius. Curah hujan rata-rata pertahunnya adalah 2.000-4.250 mm.
Luas wilayah secara kesuluruhan adalah 6.500 ha. Sebahagian besar luas aeral
Desa Ujung Pulau digunakan untuk lahan pertanian. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor

pertanian.
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B. Keadaan Penduduk Desa Ujung Pulau

jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 661 jiwa dan penduduk perempuan 511 iwa

dengan 295 kepala keluarga. Jumlah penduduk berdasatkan jenis kelamin dapat

Jumlah penduduk di Desa Ujung Pulau pada tahun 2022 adalah 1.172

dilihat pada berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. | Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase (%0)
1. | Laki-laki 661 56
2. | Perempuan 511 44

Jumlah 1.172 100

Sumber: Profil Desa Ujung Pulau 2022

kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah peduduk berjenis kelamin
perempuan. Jumlah penduduk perlu untuk diketahui terutama mengenai
keadaan jumlah penduduk yang berada pada usia produktif. Jika suatu daerah
terdapat banyak usia produktif maka diharapkan akan dapat memacu tingkat

produkifitas dalam hal bidang usaha. Jumlah penduduk berdasarkan umur

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

No. | Kelompok Umur (Thn) | Jumlah (jiwa) Persentase
1 0-5 84 7

2 6-10 88 8

3. 11-15 130 11

4 16-20 102 9
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5, 21-25 71 6
6. 26-30 79 7
7. 31-35 73 6
8. 36-40 86 8
9. 41-45 81 7
10. 46-50 47 4
11. 51-55 36 3
12. 56-60 53 4
13. 61-65 28 2
14. 66-70 187 16
15. 71 keatas 27 2
Jumlah 1.172 100

Sumber: Profil Desa Ujung Pulau 2022
C. Tingat Pendidikan Penduduk Desa Ujung Pulau

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat
kesejahteraan pada umumnya, dan tingkat perekonomian pada khususnya.
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat
kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan
pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk
pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi penganguran. Pendidikan
biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu,
selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang

menunjukkan tingkat rata-rata Pendidikan warga desa.
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Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022
No. | Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1. SD/Sederajat 328 34
2. SLTP/Sederajat 191 20
3. SLTA/Sederajat 382 40
4. Perguruan/ S1 56 6

Jumlah 957 100

Sumber: Profil Desa Ujung Pulau 2022
Dari Tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa perentase terbesar komposisi
jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan
SMA/sederajat sebesar 382 jiwa dengan persentase 40% dari jumlah
keseluruhan tingkat pendidikan penduduk dantingkat Pendidikan terkecil
adalah sarjana/S1 sebesar 56 jiwa dengan persentase 6%. Hal ini
mengidentifikasikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ujung
Pulau sudah tergolong tinggi dengan artian bahwa tingkat kesadaran

masyarakat terhadap pendidikan sudah tinggi.

D.Tradisi Pelangkah

Kata Pelangkah diambil dari akar kata langkah yang dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia yaitu gerakan kaki (ke belakang, ke depan, ke kanan,
ke kiri). Pada kata tersebut mendapat imbuhan “pe” sehingga menjadi
pelangkah yang artinya barang yang diberikan calon pengantin laki-laki dan

perempuan yang belum menikah (didahului nikah).*

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 784
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Ritual ini disebut dengan Langkahan, berasal dari kata “langkah” yaitu
“melompat”. Sebelum prosesi ini dillaksanakan, adik menyiapkan hadiah
sebagai wujud hormat sekaligus meminta restu kepada kakak, hadiah yang
akan diberikan bisa dirundingkan terlebih dahulu atau secara suka rela.
Perlengkapan lainnya juga turut mengiringi pelaksaan langkahan seperti
adanya seutas benang (benang lawe) sebagai simbol batas yang telah
dilangkahi adik.

Kata melangkah berasal dari langkah yang berarti mendahului atau
melewati. Disisi ada tiga pengertian yang pertama; melangkahi artinya
mendahului nikah, yang kedua; pelangkah artinya barang yang diberikan oleh
calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah. (yang dilangkahi
atau didahului nikah) dan yang ketiga; langkah yang artinya gerakan kaki maju
atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan kemuka
ketika berjalan, tindakan, perbuatan. Permulaan berjalan. Makna arti kata
terkait lainya dengan arti nama melangkahi adalah, mendahului (kawin,
memperoleh sesuatu dan sebagainya) tidak pantas adik mendahului (kawin,
memperoleh, sesuatu, dan sebagainya.*

Syarat-syarat dan ketentuan perlengkapan pelaksanaan pelangkah diatas
merupakan tatacara secara umum dilakukan dalam acara pernikahan yang di

dalamnya terdapat adik yang mendahului menikah.

¥ Alief Rachman Setyanto, Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Lampung
Persfektif Al —Urf, Jurnal Of Family Studies,VVol.6,No.1,2002.Hal.59.
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E.Daftar keluarga yang melakukan pernikahan pelangkah

Dalam masyarakat setempat pernikahan adalah suatu hal yang sangat
penting dalam kehidupan mereka, bahkan hal tersebut dianggap sebagai acara
sakral. Dalam adat Desa Ujung Pulau, dikenal suatu istilah menikah
melangkahi kakak kandung. Pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya
itu dipandang merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan
dalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua di atasnya yaitu

kakaknya (sendiri).

Tabel 4.6
Daftar keluarga yang melakukan pernikahan pelangkah
Tahun 2021-2022

No | Nama dusun Hamil diluar nikah Kawin lari jumlah
1. Dusun satu b 4 9
2. Dusun dua - 3 3
3. Dusun tiga 2 6 8
4. | Dusun empat 4 5 9

Sumber: Profil Desa Ujung Pulau 2022

F.Undang-Undang Aturan Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang
wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis
dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang,
dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.*

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur

ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam

“Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Presentasi
Pustaka, 2006, h). 106
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hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip
monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia,
tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah
definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi
perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui
sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga
yang kekal abadi.**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan
didefinisikan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn ketuhanan Yang

Maha Esa.*

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena
negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki
unsur batin/rohani.

Pengertian perkawinan dari tersebut di atas, jelas bahwa perkawinan
memuat tidak hanya segi hukum formal tapi sampai pada maksud yang

bersifat sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga” dan

berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, perkawinan juga tidak hanya

*Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 132
*2Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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merupakan ikatan lahir atau batin melainkan keduanya. Sedangkan pengertian
ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan akibat hukum antara seorang pria
dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan ikatan
lahir suami istri merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi
yang mengikatkan dirinya maupun orang lain atau masyarakat. Sedang yang
dimaksud dengan rumah tangga harmonis yakni bersyukur jika mendapat
pasangan hidup yang mengerti dan memahami akan kelebihan dan kekurangan
yang dimiliki, bersyukur jika ~mendapat pasangan hidup yang
mampu menemani dalam suka dan duka.*’

Perkawinan merupakan anjuran sebagai umat beragama Islam maka
hendaknya dilaksanakan menurut hukum masing-masing sebagaimana
disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan itu dalam kehidupan masyarakat

perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting sebab
perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai
menggunakan kedua orang tua kedua pihak, saudara-saudaranya dan
keluarga besar masing-masing.

G.Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada
pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.ungkapan untuk menaati

perintah allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah merupakan penjelasan

dari ungkapan “Ketuhanan yang maha esa’’dalam UU perkawinan. Hal inilebih

**Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung, Pustaka Setia: 2015), h. 132.
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menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama.
Oleh karena itu, orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan
ibadah.** Kata mitsagan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang

terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

f'/w g /?./T// ’/\/|5} }.’/\/?T/’:/ ;/}'}zl::/.’//

-5 50N ~ ("%"'f\—)bjwdf("&hm@d 4.9);4.:)..\} g,a.saj
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Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam
konteks hubungan biologis. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian
perkawinan menurut para ulama figih sebagai berikut:

a. Imam Syafi’i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita
sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan
seksual.

b. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan
mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan
beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang
menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna

tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

* Amir Syarifudin,hukum perkawinan islam di indonesia(jakarta:prenada media,200
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d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung
kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah
atau tazwij.

e. Muhammad Abu Zahrah didalam Kkitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah,
mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa
halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling
tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara
keduanya.*®

Dalam Al-Qur’an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah
dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh

teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra’d ayat 38:

—w\

A wo //"zsﬂ/ (| O (o ) //’i v
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=L L_4:=J>\J§J AT o35 Y w6 5L
Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum
kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan
keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan
sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap

masa ada kitab (yang tertentu).

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2004), h. 38.
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masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiil.*°

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia
laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup
berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk
itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral,
yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan
benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina
rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah
dan asuh di antara mereka. Berdasarkan maka akan melahirkan keturunan
sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah
masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau
membangun hidup berumah tangga yang baru ke depan dengan baik dan
teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga
yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang
saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih
sayang Yyang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan

pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah

mawadah dan warahmah.*’

*Soemiyati, Hukum Perkawinan Isalam Dan undang undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty Yogyakarta, 1997), 10-12

*"Dewani Romli, Figih Munahat, (Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009),
h 10.



BAB IV

TRADISI PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN DI DESA UJUNG
PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
A. Pelaksanaan Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera

Selatan

Pada masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ada sebuah tradisi dimana dalam
suatu pernikahan tidak di izinkan untuk mendahului kakaknya, baik itu laki-
laki maupun perempuan. Yang artinya pernikahan tidak boleh dilakukan atau
ditunda sampai kakak tersebut menikah, apabila ada suatu hal yang
menyebabkan pernikahan tersebut harus tetap dilaksanakan maka sang adik
harus membayar untuk tradisi pelangkah sesuai dengan yang di tentukan
kakaknya. Adapun pelaksanaan tradisi pelangkah di desa ujung pulau
kecamatan tanjung sakti pumu ini diberikan oleh sang adik kepada kakak
biasanya satu minggu sebelum pernikahan sang adik. Apabila pelangkah
tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan lebih baik asalkan
tidak setelah menikah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang melaksankan adat pernikahan
melangkahi saudara kandung:
Tabel 4.1

Data Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung di Desa Ujung Pulau
Tahun 2021-2022

NO Nama Pasangan Umur
Perempuan Laki-Laki Adik Kakak
1 MY SHM 20 23
2 FT AS 19 22
3 ZDH APR 19 24
4 MAF SND 18 22
5 ZLK LKP 17 26

44



45

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah keluarga setiap yang
melaksanakan adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Ujung
Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan selama dua tahun terakhir terdapat 5 pernikahan.

Pada masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pernikahan seperti sangat dilarang
karena para masyarakat di desa ini sangat percaya bahwa apabila ada sang
kakak perempuan yang belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh
sang adik, maka niscaya kehidupan kakak perempuan tersebut kedepannya
tidak akan baik dan bagus. Terutama dalam hal jodoh dan juga sang kakak atau
keluarga yang dilangkahi akan mengalami dampak kesialan, kesusahan, atau
akibat yang tidak baik lagi bagi keluarganya terutama bagi sang kakak tersebut,
belum lagi kelakuan sang kakak yang stress karena dilangkahi dan
mengecewakan orang tua karena lama dalam mendapatkan jodoh dan karena
emosi dilangkahi oleh adiknya yang mau mendahuluinya menikah, hal ini juga
dapat berlaku bagi kakak laki-laki yang dilangkahi oleh adiknya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Solehan selaku tokoh agama yang
mengatakan:

“Adanya pantangan turun temurun dari para pendahulu keluarga bahwa

seorang adik dilarang keras untuk menikah sebelum kakaknya menikah.

Bahkan karena kerasnya larangan ini apabila memang sudah sangat

darurat (mendesak) sang adik harus menikah (hamil di luar nikah atau

ada hal yang lainnya) maka sang adik wajib memberikan uang atau

barang untuk pelangkah kepada kakak wanita atau laki-laki yang akan

dilangkahi (uang atau barang pelangkah)”.*®

*8Solehan, Tokoh Agama, Wawancara 1 Oktober 2022
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Dinson selaku kepala Desa mengatakan:

“Adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Ujung Pulau

Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera

Selatan harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, ketika

tahapan dalam Pernikahan tidak dijalankan maka pernikahan tidak dapat

dilaksanakan”.*®

Karyaman selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Asal mula terjadinya tradisi pelangkah di Desa ini adalah berdasarkan

kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang sampai

sekarang masih tetap dijalankan. Tradisi ini di buat untuk menghormati

kakak yang dilangkahi, biar adik tidak sepele kepada kakaknya.™

Dalam hal ini, kedudukan uang pelangkah menjadi sangat penting
karena secara tidak langsung itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang adik
untuk memberikan pelangkah, baik berupa uang ataupun barang. Namun akan
berubah menjadi buruk apabila sang adik tidak dapat memberikan uang
pelangkah kepada kakanya, karena keterbatasan dan lainnya. Namun apabila
pelangkahnya dapat diberikan maka pernikahan dapat dilangsungkan namun
apabila pelangkah yang diminta tidak dapat dipenuhi akan terjadi penundaan
bahkan batalnya pernikahan tersebut walaupun sudah mempersiapkan untuk
acara pernikahan seperti surat undangan, tenda hajatan dan lain-lain, karena
yang dilangkahi belum mendapatkan apa yang dia minta sebagai pelangkah.

Imri Rosehan selaku tokoh adat mengatakan:

“Proses adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Ujung

Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi

Sumatera Selatan mengandung arti yang begitu dalam, dengan adanya

proses tesebut maka akan terlihat rasa menghargai sesama saudara

kandung sendiri yang lebih tua, dan tidak semudahnya melangkahi atau

mendahului saudara kandung sendiri untuk berumah tangga”.>*

*Dinson, Kepala Desa, Wawancara 2 Oktober 2022
K aryaman, Tokoh Masyarakat, Wawancara 3 Oktober 2022
*!Imri Rosehan, Tokoh Adat, Wawancara 3 Oktober 2022
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Suhardi selaku tokoh adat mengatakan:

“Pelaksanaan adat ini sangat penting dilaksanakan karena dari
dahulunya telah ada tidak diketahui kapan munculnya yang jelas terus
dilaksanakan sampai sekarang, dengan adanya perturan adat ini seorang
adik yang menikah dapat memikirkan masih ada orang yang lebih tua

diatasnya, peraturan ini menunjukkan rasa kepedulian, dan menciptakan

keakraban, kepedulian, antara persaudaraan dan memikirkan perasaan

yang lebih tua”.>

Karena adanya hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak
buruk kepada calon pengantin, yang seharusnya mereka sudah menikah namun
harus tertunda karena tidak sanggup untuk memenuhi syarat pelangkah yang di
berika oleh kakaknya. Yang akhirnya membawa dampak buruk, seperti
perzinahan ataupun gangguan kejiwaan dan permusuhan yang akan timbul
akibat keinginannya tertunda atau tidak terpenuhi (tidak jadi).

Beberapa alasan mengenai larangan dalam pernikahan melangkahi
kakak kandung yaitu :

a. Karena melanggar aturan adat yang sudah berlaku selama ratusan tahun
yang lalu dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

b. Karena melanggar aturan keluarga yang sudah ada secara turun temurun
(pamali).

c. Karena adanya dampak yang akan terjadi kepada sang kakak apabila sang
adik tetap melakukan pernikahan (selain menyakiti perasaan sang kakak, hal
tersebut juga dapat mengangu kejiwaan sang kakak).

d. Dikucilkannya sang adik oleh masyarakat, karena tidak mau menuggu

kakaknya menikah terlebih dahulu dan kakaknya pun akan membencinya

%25yhardi, Tokoh Adat, Wawancara 4 Oktober 2022
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dan tidak menganggapnya sebagai saudara karena sudah mengecewakan
sang kakak.

Penyebab terjadi pernikahan melangkahi kakak dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang pertama adalah
faktor internal yang mana kondisi kesiapan sang adik yang akan melangkahi
kakak kandungnya yang belum menikah dimana dia sudah mendapatkan jodoh
dan sudah sangggup secara batin dan lahir untuk melakukan pernikahan.
Dibanding sang kakak yang belum siap menikah dan belum mendapatkan
jodohnya.

Yang kedua yaitu faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar
atau masyarakat dan lingkungan yang mana lingkungan ini sangat memberikan
pengaruh yang besar yang mana apabila kita bergaul dengan orang
pergaulannya salah maka kita akan terbawa ke dalamnya yang mana pada
jaman sekarang ini sudah sangat lumrah yang namaya hamil di luar nikah
dimana bisa menyebabkan sang kakak akan dilangkahi oleh adiknya yang
hamil terlebih dahulu dibanding dirinya. Faktor ini juga bisa mempengaruhi
banyaknya pernikahan melangkahi kakak kandung, terutama Di Desa Ujung
Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan penulis telah menemukan beberapa faktor yaitu;

a. Kesiapan sang adik untuk melakukan pernikahan.
b. Sang adik sudah merasa mendapatkan jodoh yang pas.
c. Sang adik sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi

istrinya.
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d. Sang adik takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti fitnah
masyarakat
e. Sang adek menikah karena sang adek/pacarnya telah hamil di luar nikah.
f. Sang adik ingin menjaga kehormatan orang tuanya dan orang tua
pacarnya.”®
Karyaman selaku tokoh masyarakat mengatakan:
“Pada dasarnya masyarakat Desa Ujung Pulau masih menganggap
perkawinan melangkahi kakak sebagai suatu yang tabu, karena masih

ada beberapa orang tua yang memegang teguh kepercayaan tersebut

sehingga masih banyak I&rangan dalam perkawinan untuk seorang adek

melangkahi kakaknya.”.
Menurut Dinson selaku kepala desa ada beberapa fungsi Tradisi
pelangkah:
a. Sebagai rasa penghormatan atau rasa penghargaan adik terhadap
kakak.
b. Tercapainya rasa Kekeluargaan.
c. Untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya.
d. Agar saling mendo’akan untuk memperoleh kebahagiaan dan
kesejahteraan.
e. Agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik.>
Berbicara tentang uang pelangkah tentu berkaitan dengan nominalnya
dan macam-macamnya, yang mana sangat sakral dan harus di penuhi apabila
sang adik ingin melangkahi kakaknya yang belum menikah, apabila sang adik
tidak mampu untuk memenuhinya maka sang adik itu tidak diperbolehkan
melakukan pernikahan dan ditunda sebelum permintaan sang kakak dipenuhi,

namun ada juga sang kakak yang baik hati menerima sang adik melangkahinya

walaupun sang kakak tersebut tidak meminta uang pelangkahnya akan tetapi

53Suhardi, Tokoh Adat, Wawancara 4 Oktober 2022
>Karyaman, Tokoh Masyarakat, Wawancara 3 Oktober 2022
>*Dinson, Kepala Desa, Wawancara 2 Oktober 2022
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untuk menjaga silaturahmi antar saudara agar tetap terjaga sang adik tetap
harus memberikan semampunya walaupun kakak tersebut tidak memintanya.

Menurut bapak suhardi selaku toko adat Di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
menjelaskan mengenai macam-macam pelangkah yang biasa diberikan oleh
adek ke kakaknya yaitu:

1. Pakaian satu stel (kemeja dan celana panjang).

2. Perlengkapan alat sholat.

3. Barang berharga yang diminta sang kakak, bisa berupa uang tunai,
alat-alat elektronik, perhiasan seperti kalung, anting, cincin emas
dan alat transportasi contohnya motor.

Dari macam-macam pelangkahan tersebut penulis menemukan ada
permintaan sang kakak yang memberatkan sang adik baik itu susah
dicari atau terlalu mahal nilai harganya.™

Kemudian penulis menanyakan apakah ada kemudahan atau
keringanan apabila sang adik tidak mampu membayar uang atau memberika
barang permintaan pelangkah tersebut? Bapak Dinson selaku kepala desa
mengungkapkan bahwa:

“Tentu ada keringanan apabila sang adik tidak mampu memenuhi
permintaan sang kakak yaitu dengan negosisasi antara kakak dan
adik. Namun apabila sang kakak masih tidak mau memberikan
keringanan juga maka orang tua lah yang berperan agar sang kakak
sedikit lebih berbelas kasih kepada sang adik karena dia sedang
mengumpulkan biaya untuk menikah maka jangan diberatkan oleh
permintaaan yang mahal atau yang lainnya sehingga sang kakak
mengubah permintaanya”.”’

*®Syhardi, Tokoh Adat, Wawancara 4 Oktober 2022
*"Dinson, Kepala Desa, Wawancara 2 Oktober 2022
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Untuk nominal uang yang rata-rata diberikan dan dijadikan patokan
terkecil di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten
Lahat Provinsi Sumatera Selatan untuk uang pelangkah yaitu uang tunai
sebesar 100 ribu beserta baju satu stel itu untuk kakak kandung laki-laki
namun untuk kakak perempuan untuk uang pelangkahnya paling sedikit
adalah 500 ribu rupiah beserta pakaian namun karena melangkahi kakak
perempuan merupakan hal yang tidak dibolehkan di masyarakat dan sangat
sakral ada yang sampai menunda pernikahannya dan menungu dang kakak
perempuan menikah terlebih dahulu. Dan untuk nominal maksimalnya tidak
ada batasan berapa nominalnya dan apa jenis yang diiginkannya selama
sang adik masih sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak dan tidak
berlebihan dan dalam batas yang wajar.

Dampak yang terjadi ketika adik melakukan pernikahan melangkahi
kakak kandung tentu sangat berpengaruh kepada sang kakak dari dampak
psikologis sampai dampak sosiologis, untuk dampak psikologis karena sang
kakak yang dilangkahi tentu akan merasa malu karena tidak laku dan kalah
oleh sang adik yang mendapatkan jodoh yang lebih dulu dari adiknya,
dampak psikolog yang dirasakan yaitu sang kakak akan merasakan depresi
dan malu karena merasa dirinya tidak laku dan merasa dirinya jelek karena
adiknya lebih dahulu menikah, belum lagi mitos yang berkembang di
masyarakat bahwa yang dilangkahi akan mengalami jauh jodoh atau tidak
laku laku walaupun nanti menikah pasti akan menikah di waktu yang lama

karena sudah dilangkahi pernikahannya dan akan mengalami kesialan dalam
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percintaanya dan dampak sosiologisnya adalah sang kakak akan
mendapatkan cemoohan dan ledekan dari teman-temannya karena tidak
laku-laku dan dilangkahi karena itu merupakan perbuatan yang tabu dan
merupakan tindakan tidak sopan karena melangkahi kakak kandung dan
belum lagi masyarakat di tempat dia tinggal akan menggangap dia akan jauh
jodohnya dan akan membicarakannya sebagai kakak yang kalah dengan
adiknya dalam hal jodoh.

Namun demikian terkait dengan adanya masalah pelangkah yang
harus diberikan kepada kakak yang dilangkahi, Karyaman selaku tokoh
agama menjelasakan bahwa:

a. Apabila pelangkah itu menyebabkan terhalangnya pernikahan,
misalnya pihak laki-laki tidak dapat memberi pelangkah sesuai
permintaan sang kakak, maka tindakan tersebut adalah sesuatu
yang tidak dibenarkan

b. Apabila pelangkah itu tidak sampai memberatkan dan tidak
melanggar maka itu adalah hal-hal yang wajar saja, tujuannya ini
untuk menghormati sang kakak dan sebagai penghargaan seorang

adik terhadap kakaknya karena dia masih menganggap yang
dilangkahi adalah kakak kandungnya sendiri.>®

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat diketahui bahwa asal mula
tradisi pelangkah ini adalah karena ada peristiwa nyata didalam desa ini yaitu
pernikahan seorang adik melangkahi kakaknya menikah sehingga untuk
menjaga perasaan kakaknya maka ada dibuat tradisi pelangkah, tradisi adat
masing-masing daerah berbeda-beda disesuaikan dengan kesepakatan orang-
orang terdahulu (nenek moyang) yang secara turun temurun ditiru oleh orang

lain (masyarakat) yang sekarang.

*8Karyaman, Tokoh Masyarakat, Wawancara 3 Oktober 2022
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B. Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Pulau Kecamatan
Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk
semua kalangan, waktu dan kondisi. Islam juga
mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, dalam figih tidakmenjelaskan
secara detail tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia
diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian bermasyarakat dengan cara
yang Islami. Hukum islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat,
baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.

Seperti halnya mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung, di
dalam figih tidak membahas mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung.
Maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya seperti
apakah yang islami dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini di
tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu yang sudah diyakini oleh
masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut
dipatuhi oleh warga secara sukarela atau bisa dikatakan sebagai salah satu adat
dalam masyarakat.

Di samping berlakunya hukum adat, Islam telah dahulu mengatur
mengenai tata cara pernikahan, di dalam kajian teori penulis telah menjelaskan
mengenai rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam Islam. Apabila
seseorang telah mampu untuk menikah maka disegerakan untuk
melaksanakannya, tanpa menundanya. Hal ini didasarkan pada ayat Alqur’an
yang telah mensegerakan menikah yaitu pada QS. Al- insyirah ayat 5 dan 6

berikut ini:
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Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.

Mengenai adat pelangkah yang dilakukan di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
dapat dipahami setiap peraturan itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang sudah
ada. Dan nilai itu mengandung banyak arti salah satunya menjadikan
kesejahteraan bersama dan menjaga kelestarian nilai budaya itu sendiri,
sehingga dengan demikian menciptakan ketentraman dan kebaikan bersama.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu
terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur
manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada
prinsipnya secara subtansial mengandung unsur maslahat, namun di dalam
pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh islam. Adat dalam bentuk itu
dikelompokan kepada adat atau urf yang shahih.

Dalam tradisi pelangkah seorang adik diharuskan minta izin kepada
kakak yang mau dilangkahi, tidak lebih sebagai penghargaan adik terhadap
kakaknya, dan hal ini memang pantas dilakukan, sebagai bentuk penghormatan
kepada yang lebih tua dan supaya adik tidak bersifat semena-mena kepada

kakaknya. Walaupun memang tradisi ini tidak ada dalam hukum Islam tetapi

kita hidup untuk saling hormat, menghormati, hargai menghargai. Adapun
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Unsur manfaat yang bisa diambil dari tradisi pelangkah ini adalah supaya
kakak yang dilangkahi itu tidak merasa kecil hati, atau tidak merasa bahwa dia
adalah seorang gadis yang tidak laku, dan seorang kakak yang dianggap remeh
oleh adiknya.

Menurut tradisi pelangkah ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan,
tetapi harus dilakukan penyesuaian jangan sampai bertentangan dengan syara’.
Misalnya, sampai tidak membolehkan adiknya untuk menikah, atau dijadikan
alat untuk menghalangi adiknya menikah kalau pelangkahnya tidak sesuai
dengan permintaannya, maka ini tidaklah dibenarkan.

Menurut para ulama macam-macam urf terdiri dari beberapa bagian
pertama dari segi bentuknya yaitu urf fi’li yang merupakan suatu kebisaan
masyarakat berlaku dalam perbuatan, dan urf qauli yang merupakan kebiasaan
masyarakat dalam menggunakan ungkapan/perkataan. Sedangkan dilihat dari
segi kualitas yaitu urf fasid yang merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan
dengan ajaran islam, dan urf shahih yang merupakan suatu kebiasaan dalam
kebenaran dan tidak bertentangan dengan dengan ajaran islam. sedangkan
dilihat dari segi ruang lingkup yaitu urf ‘am yang merupakan suatu kebiasaan
yang bersifat umum berlaku dimana-mana hampir di seluruh penjuru
dunia,sedangkan urf khas yan merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di
daerah atau masyarakat terkhusus.>

Uraian diatas jelaslah bahwa urf atau adat itu digunakan sebagai

landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu

> Abdul Wahab Al-Khalaf.llmu Ushul Al- Figh,Kuwait :Dar Al-Qalam 1983.Hal.89-90
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bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau urf. Urf atau adat bukanlah
dalil yang berdiri sendiri. Adat atau urf itu menjadi dalil karena ada yang
mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijmak atau
maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian
lama secara umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti
secara tidak langsung telah menjadi ijma’. Adat itu berlaku dan diterima orang
banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti berarti
menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil
sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang secara
langsung mendukungnya.

Berdasarkan penjelasan para Ulama Ushul Figh di atas, dapat penulis
fahami bahwa urf yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa, yang akal
menerimanya dan selalu dilaksanakan dari dahulunya dan secara turun temurun
dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Sehingga jiwa merasa senang
menerimanya dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Aturan dalam masyarakat bahwa semua cara-cara hidup dan kehidupan
itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan
sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara
khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika sudah biasa
dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai.
Nilai-nilai seperti inilah yang disebut adat istiadat, budaya, tradisi dan
sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-

nilai dan hasilnya.



57

Suatu adat kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum dengan syarat tidak
bertentangan dengan ketentuan syara sesuatu yang tidak sesuai dengan
ketentuan syara maka dapat dibatalkan karena hukum Allah lebih kuat. Maka
dapat dikatakan bahwa tradisi pelangkah tidak diatur di dalam nash, namun
tidak bertentangan dengan syara karena setiap proses adat pernikahan
mempunyai tujuan baik, yaitu untuk mempererat hubungan silaturrahmi
persaudaraan sekandung dan antara kedua keluarga yang menikah. Penetapan
tradisi pelangkah yang telah ditetapkan merupakan hal yang harus dijalankan
bagi pasangan yang ingin menikah. Karena proses adat pernikahan ialah
disepakati oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus di Desa Ujung
Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan maka dari itu adat kebiasaan dapat dijadikan hukum bagi masyarakat
dalam menjalankan proses pernikahan.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pernikahan melangkahi kakak
kandung (dilangkahin). Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah
mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia
melangkahi kakaknya atau tidak. Pernikahan melangkahi kakak kandung
adalah istilah tersebut yang biasa ada didalam masyarakat dan kemudian
menjadi hukum (adat) bagi masyarakat . Walaupun ia berasal dari hukum adat,
hal tersebut tidak bisa menjadi patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang
menurut agama Islam. Kaidah figh yang menyebutkan al masyaqattu tajlibu at-
tasir yang artinya setiap kesulitan akan mendatanggkan kemudahan bahwa adat

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun hukum adat
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hanya berlaku dalam muamalah atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal
ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang
telah ditetapkan oleh Allah seperti yang telah diatur dalam Al-Quran dan
sunnah Rasulnya. seperti telah dijelaskan dalam firman allah SWT,surat al —

insyirah ayat 5-6 berikut ini:

(g A o oy Al op
Artinya:“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” hadits Nabi ﬂ;ﬁ:ﬁ:,

‘Mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat

orang lari” (HR Bukhari dan Muslim).

Ayat dan hadis di atas adalah berita gembira besar; setiap kali ada kesulitan
dan kesusahan, selalu disertai kemudahan, hingga meski kesulitan itu terjebak di
lubang biawak, niscaya kemudahan akan masuk dan mengeluarkannya.

Adat atau tradisi yang tidak bertentangan ini disebut adat shahih, sedangkan
pernikahan melangkahi kakak kandung dapat dikategorikan sebagai adat sahih
yaitu adat yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak
bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya
memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu
mengadakan acara halalbihalal (silaturrahmi) saat hari raya memberi hadiah

sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
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Dari pemaparan dan penjelasan di atas tradisi pelangkah dalam
perkawinan bermanfaat dilaksanakan menurut pandangan penulis, di antaranya
ialah:

1. Untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya.

2. Agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik.

3. Tercapainya rasa kekeluargaan

4. Agar saling mendo’akan untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan.

5. Meminta izin kepada kakak supaya perkawinannya dapat dilangsungkan.

Pada kajian tradisi pelangkah ini penulis mengkaitkannya dengan urf shahih
yang dimana urf shahih adalah segala sesuatu yang dikenal umat
manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara’ serta tidak menghalalkan yang
haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Pada kajian tradisi pelangkah ini dapat
diterapkan di masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan karena tradisi ini tergolong dengan
urf yang Shahih, yang dimana dalam urf yang Shahih membolehkan segala
perbuatan manusia yang tidak menggugurkan kewajiban dan tidak menghalalkan
yang haram. Dan tradisi pelangkah ini berdasarkan perbuatan manusia yang
disepakati untuk kebaikan agar si adik tidak semena-mena kepada kakaknya dan
sebagai rasa penghargaan dan penghormatan kepada seorang kakakmemberikan
barang ataupun uang, yang disebut dengan pelangkah. Karena tradisi ini tidak

bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tradisi pelangkah ini dibolehkan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan-pembahasan yang sudah diuraikan, penulis dapat
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pelangkah adalah tradisi dimana adik menikah terlebih dahulu
mendahului kakak. Masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti
Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tradisi ini dilakukan
ketika seseorang adik akan menikah sedangkan kakak kandungnya belum
menikah. Adapun pelaksanaan tradisi pelangkah di Desa Ujung Pulau
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu ini diberikan oleh sang adik kepada sang
kakak biasanya satu minggu sebelum pernikahan sang adik. Apabila
pelangkah tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan lebih
baik asalkan tidak setelah menikah.

2. Tradisi pelangkah di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan menurut hukum adalah mubah
(boleh) dan termasuk dalam kategori urf fi’li yaitu kebiasaan dalam bentuk
perbuatan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi
pelangkah, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat
tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi
penilaian baik dan buruknya adat pernikahan tersebut boleh dilaksanakan,
karena mengandung nilai leluhur yakninya menjaga hubungan silaturrahmi

persaudaraan.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran
kepada:

1. Kepada masyarakat apabila ada pasangan telah mampu untuk menikah maka
segerakan tanpa menunda-nunda dengan adanya sanksi adat yang akan
diterima malahan akan menambah beban bagi pihak keluarga. karena jodoh
itu ada ditangan Allah atau rahasia dari tuhan,

2. kemudian untuk kakaknya itu harus merelakan bahkan harus mendukung
karena supaya adik tidak terjerumus ke zina,dan bersyukur karena sang adik
telah mendapat jodoh lebih cepat karena masih banyak orang yang sudah tua

belum mendapat jodoh.
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